
Nomor SOP 

PEMERINTAR KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI mDUatan 

Tanggal Revisi 
Tanggal Efcktif 

Disahkan Oleh 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 

PELAYANAN PERMOHONAN PENGAJUAN KEBERATAN 
Kualikaai Pelaksana : 

DAN DOKUMENTASI 

Dasar Hukum : 
1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang| 1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer. 

Keterbukaan Informasi Publik. 
Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik. 
Undang-undang No. 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran 5. Berpenempilan 3-S (Senyum, Salam dan Sapa). 
Pendapatan dan Belanja Negara 

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang 
Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang 
Keterbukaan Informasi Publik. 

Permendagri No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Pelayanan Informasi& Dokumentasi di 
lingkungan Kementerian Dalam Negeri Pemerintah 
Daerah. 

2. Memiliki kemampuan administras.
Teliti dan Cermat. 

4. Memahami UU KIP dan petunjuk pelaksananya.

6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang 
Standar Layanan Informasi Publik. 
Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang 
Prosedur Penyelesaian. Sengketa Informasi Publik 

8. Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 280/KPTS- 
DINKOMINFO/2021 
Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten 
Musi Banyuasin.

9. Keputusan Kepala Bappeda No 35/KPTS/Bappeda/ 
2021 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola

Informasi dan DokumentasiPembantu 
Keterlaitan : 

1. Keputusan Bupati Tentang Tim Interdis Pengelolaan 1. Meja Pelayanan

Informass

tentang Pengelola Layanan 

Peralatan/Perlengkapan : 

Kegiatan 
Kebijakan| 3. Komputer, Printer dan Fotokopi 

dan Dokumentasi Pada 2. Alat Tulis Kantor 

Perencanaan dan 
Komunikasi dan Informasi.

Pengembangan
4. Formulir 

2. Keputusan Bupati Tentang Pengelola Informasi dan 

Dolkumentasi. 
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan 
Apabila Keputusan Bupati tidak dipatuhi, maka petugas 
dapat dikenakan Sanksi Administrasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pelaksana 

Pejabatt 
Bengketa/ 

Pengaduan 

Mutu Bulu 
Petugas 

Desk Persyaratan 
Kelengkapan 

Aktivitas 
PPID Waktu Output 

Keberatan 

menit Dibuatnya 
Check List 
Kelengkapan 
Berkas 
Fermohonan 
Keberatan 
Telah diperiksa | 
Check List 
Kelengkapan 
Berkas 

Menerima berkas permohonan 
pengajuan keberatan dan 

membuat check list 

kelengkapan berkas pemohon 

Berkas 
Permohonan 
Keberatan 

Mulai 
Sesuai ketentuan 
Ditetapkan keberatan. 

Check List 
Kelengkapan 
Berkas 
Permohonan 

menit Memeriksa permohonan 
keberatan yang diajukan 

lengkap atau tidak sesuai 

aengan perayaratan. 

Check List Telah 
Terbitkan 
Nomor 

01 menit Mencatat permohonan 
keberatan kedalam aplikasi 
repsuasi permohonan secara 

elekuonik kemudian 

Kelengkapan 
Permohonan 
Keberatan Registrasi 

diterbitkan secara online di 

Situe ppid 
Memberikan tanda bukti Telah 

diterbitkannya 
Tanda Bukti 
Permohonan 
Keberatan 

Nomor Regstrasi 10 menit 
Permohonan pernohonan koberatan yang 

Budah terdaftar kepada 
penobon dan 

mendokumentasikan salinan 

berkas permabonan Keberatan.
Melaporkan kepada Pejabat 
Pengelola Iníormasi dan 
Dokumentasi (PPID) untuk 
diproees lebih lanjut. 

Keberatan

Telah dibuat Tanda Bukti 
Fermohonan

10 menit 

Nota Dinas 
Keberatan

30 Hari Diterbitkan

Surat 
Nota Dinas hMenyelengERrakan Rapat 

Paritia Perum tangan yang 
Gpnpin uleh Ataaan PPiD 
aizk neteras apakah 
pernobosan keberaan yang 
disminte dapat dipesnaki atau 

ditolak. 
Aenáokusmentuikan aelinen 
urai ieputusan Atasan PD 
dan meyanpuikan Surat 
keputusss Atamp PMD kepAda 

Keputuaan 
Atsan PHD 

Surat Keputusan 
Atasan PHD 

THari Dhtertaya
Surat 

&eputuan 
Asn PD 

8clenai 



Nomor SOP 
Tanggal Pembuatan 

Tanggal Revisi 
Tanggal Efektif 
| Disahkan Oleh 

STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PENYEDIAAN INFORIMASI DAN DOKUMENTASI 

Kualifilzasi Polaksana 

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI 
DAN DOKUMENTASI 

Dasar :u rum : 1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan 

komputer. 
2. Memiliki kemampuan administrasi. 
3. Teliti dan Cermat. 

4. Memahami UU KIP dan petunjuk pelaksananya. 

1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang 
Keterbukaan Informasi Publik. 

2. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik. 3. Undang-undang No. 23 Tahun 2013 Tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang 

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang 
Keterbukaan Informasi Publik. 

Permendagri No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi
di lingkungan Kementerian Dalam Negeri & 
Pemerintah Daerah. 

6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 
Tentang Standar Layanan Informasi Publik. 

7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 
Tentang Prosedur Penyelesaian. 
Informasi Publik 

Sengketa 

8. Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 280/KPTS-
DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan 
Informasi dan Dokumentasi Pemerintah 

Kabupaten Musi Banyuasin. 
9. Keputusan Kepala Bappeda No: /KPTS/Bappeda

2021 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi Pembantu 

Peralatan/Perlengkapan: 
1. Meja Pelayanan 
2. Alat Tulis Kantor 

Keterkaitan : 
Bupati Tentang Tim Interdis 1. Keputusan

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pada 
Kegiatan 
Kebijakan Komunikasi dan Informasi. 

2. Keputusan Bupati Tentang Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi. 

3. Komputer, Printer dan Fotokopi 
4. Formulir 
5. Permendagri No. 3 Tahun 2017 

Perencanaan dan Pengembangann

Pencatatan dan Pendataan1:Peringatan : 
Apabila Keputusan Bupati tidak dipatuhi, maka petugas 
dapat dikenakan Sanksi Administrasi sesuai dengan 

ketentuarn peraturan perundang-undanganyang berlaku 

Pelaksana 
Pejabat 

Pengelola 
Dokumentasi 

Mutu Buku 

Persyaratan 
Kelengkapan 

No Aktivitas PPID 
PPID 

Waktu Output Pembantu 

Adanya disposisi 
PPID kepada 
Pejabat Pengelola 
Dokumentasi 

Tanda Bukti 1 Hari Memerintahkan untuk 

menyediakan informasi 
publik yang diminta 

oleh Pemohon 
Informasi Publik. 

Permohonan 
Informasi Publik 

Mulai 

Lembar Disposisi 
PPID kepada 
Pejabat Pengelola 
Dokumentasi 

Telah diterima 
lembar Disposisi 
PPID 

Hari 2. Menerima perintah 
untuk menyediakan 
informasi publik yang 
diminta Pemohon 
Informasi Publik. 

Lembar Disposisi 
PPID 

Hari Mengecek Informasi 
yang diminta FenoDo 
pada Daftar Informasi 

Publik. Jika tersedia 
diberitahukan ke PPID, 
jika tidak tersedia 
dikoordinasikan ke 
PPID Pembantu. 

Terbitnya surat 
pemberitahuan 
dari Pejabat 

Pengelola. 
Dokumentas1 

10 Hari Terbitnya surat 
pemberitahuan 
dari Pejabat 

Pengelola 
Dokumentas1 
Terbitnya surat 
Pemberitahuan 
dari PPID 
Pembatu 

Lembar Disposisi 
PPID 

Mengkoordinasikan 
permintaan informasi 

publik dengan pejabat 
yang meguasa 

informasi yang diminta, 
Surat 1 Hari 

Memberitahukan
kepada PPID melalui 

Pejabat Pengelola 
Dokumentasi mengenai 
ketereediaan informasi

Pemberitahuan

dari Pejabat 

Pengelola 
Dokumentasi 

Surat Hari Mendokumentasikan 
Informasí Publik dari Pemberitahuan

dari PPID 
Pembantuu 

Pemberitahuan
dari Pejabat 

Pengelola 
Dokumentasi 

PPID Pembantu dan 

melaporkan kepada 
PPID mengena 

ketersediaan informasi 
publik yang diminta 

Menerima laporan Surat Hari Surat 

Pejabat Pengelola 
Dokumentasi dan 
memerintahkan Pejabat 
Pelayanan Informas 
memberitahukan 
Pemohon Informasi
Publik. 

Pemberitahuan
dari Pejabat 

Pengelola 
Dokumentas 

Pemberitahuan 
dari PPiD kepada 

Pemohon 
Informaai Publik 

Selesai 



Nomor SOP 
Tanggal Pembuatan 
Tanggal Revisi 
Tanggal Efcktif 
Disahkan Oleh 

PEMERINTAH RABUPATEN MUSI BANYUASIN 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI 
DAN DOKUMENTASSI 

STANDARD OPERATINa PROCEDURE 
PELAYANAN PERMOHONAN INTORMASI PUBLIK 

LKualinkasi Pelalsana : 
1, Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan 

KomputEr. 
2. Memiliki kemampuan administrasi. 

3. Teliti dan Cermat. 

Dasar Hukum : 
1. Undang undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 
Undang undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 

3. Undang-undang No. 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara 
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan 
UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 
Permendagri No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Pelayanan Informasi & Dokumentasi di ingkungan Kementerian 
Dalam Negeri & Pemerintah Daerah. 
Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar 
Layanan Informasi Publik. 
Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur 
Penyelesaian. Sengketa Informasi Publik 

8. Keputusan Bupati 
DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan 
Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. 

9. Keputusan Kepala Bappeda No: /KPTS/Bappeda/ 2021 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi 

4. Memahami UU KIP dan petunjuk 

pelaksananya. 
5. Berpenampilan 3-8 (Senyum, Salam dan 

Sapa). 

Musi Banyuasin No. 280/KPTS- 

dan Dokumentasi Pembantu 

Keteritan:_ 
Keputusan Bupati Tentang Tim Interdis Pengelolaan Informasi dan 
Dokumentasi Pada Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan
Kebijakan Komunikasi dan Informasi.

2. Keputusan Bupati Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 

Peralatan/Perlengkapan : 
. Meja Pelayanan 
2. Alat Tulis Kantor 
3. Komputer, Printer dan Fotokopi 

4Formulir_ 
Pencatatan dan Pendataan : Peringatan: 

Apabila Keputusan Bupati tidak dipatuhi, maka petugas dapat dikenakan 
Sanksi Administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan yang berlaku, 

Mutu Buku Pelaksana 
Pejabat 

Pelayanan 
Informasi 

Petugas 
Desk Aktivitas Persyaratan 

Kelengltapan 
No 

PPID Waktu Output 
Informasi 

3 

Dibuatnya 
Check List 

Kelengkapan 
Berkas 
Permohonan 

be rkas Berka 
Permohonsn 

1. Menerima menit 
Mulai permohonan informasi 

dan membuat check list 
berkas 

Informasi Publik 

sesuai kelengkapan 
pemohoon 

publik 
2. Memeriksa permohonan 

informasi yang diajukan 
lengkap atau tidak 

sesuai dengan 
persyaratan 

informasi ketentuan 

ditetapkaan 
Check List 5 menit Telah dperiksa 

Check List 

Kelengkapan 
Berk 

T Kelengkapan 
Berkas 
Permhohonan 

Check List Telah 
diterbitkan 

5 menit Mencatat permohonan 
informasi Kelengkapan 

Permhohonan 
Informasi Publik 

kedalamn 
aplikasi 
permohonan 
elektronik kemudian 
diterbitkan 

registrasi Nomor 

secara Registrasi 

secara 

online di situs PPID 
Memberikan tanda Nomor 5 menit Telah 

Registrasi diterbitkannya bukti pemohon yang 
sudah terdaftar kepada 
pemohona 
mendokumentasikan 
salinan 

Tanda Bukti 
Permohonan 

Permohonan 

dan 

berkas 

pemohon 
Melaporkan 
Pejabat 
Insorma 

10 menit Diterimanya 
Nota Dinas 

Tanda Bukti kepada 
Pengelola 

dan 
Permohonan 

Dolumentasi (PPID) . 
Memberikan keputusan
apakah permohonan 
informasi yang diminta 
dapat dipenuhi atauu 
ditolak 

Nota Dinas 10 Hari Diterbitkan 
Surat 

Pemberitahuan
Tertulis/Surat
Keputusan
Penolakan
Diterimanya1 Hari Menyampaikan Surat 

Pemberitahuan sebagai 

1anggapan /jawaban 
Kepada emohon 

Informasi Publik atas 
permohonan infonmasi 
yang diminta 

Surat 

Pemberitahuan
Tertulis/Surat
Keputusan
Penolakan

Surat 
Pemberitahuan 

Tertulis/Surat 
Keputusan 
Penolakan oleh 
Pemohon 

Informasi 

Seleeai 



Nomor SOP 
Tanggal Pembuatan 
Tanggal Revisi 
Tanggal Efektif 
LDisahkan Oleh 

8TANDARD OPERATINo PROCEDURE 
FASILITASI SENOKTA NTORMABI 

KualAkasi Polaksan 

PEMCRINTAH KABUPATEN MUSI BANYOABIN 

PEJABAT PENGELOLA 
INFORMASI 

DAN DOKUMENTASI 

Dasar Hukum: 
1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer. 
2. Memniliki kemampuan administrasi. 

Teliti dan Cermat. 
Memahami UU KIP dan petunjuk pelaksananya. 

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik. 
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara 
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang 

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 
Informasi Publik. 

5. Permendagri No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi di 
lingkungan Kementerian Dalam Negeri & Pemerintah 
Daerah. 

3. 

6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang 
Standar Layanan Informasi Publik. 

7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang 
Prosedur Penyelesaian. Sengketa Informasi Publikk 

8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. ... Tahun 2021 
Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja PPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi 
Banyuasin. 

9. Keputusan Kepala Bappeda No: /KPTS/Bappeda/ 
2021 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi Pembantu 
Peralatan/Perlenglkapan : 

1. Lembar Kerja/ Rencana Kerja dan Anggaran 
Daftar Informasi Publik dan Dikecualikan 

3. Komputer, Printer dan scanner 

4. Jaringan Internet 

5. ATK 
Pencatatan dan Pendataan : 

Keteraitan: 
1. Keputusan Bupati Tentang Tim Interdis Pengelolaan 

Informasi dan Dokumentasi Pada Kegiatan Perencanaan 
dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan nformasi. 

2. Keputusan Bupati Tentang Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi, 

Peringatan: 
Apabila Keputusan Bupati tidak dipatuhi, maka petugas dapat 

dikenakan Sanksi Administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Mutu Euku Pelaksana 
Pejabat 

Senglteta/ 
Pengaduan 

Komisi 
Informasi Persyaratan 

Kelengkapan 
Altivitas Pemohon 

Informasi 
o Atasan Waktu Output 

PPD 

Pada hari Berkas permohon 
an inornasi 

yang telah dis1 

lengkap dan 

1.Formulir 
dan. jam 

kerja, 
maksimal 
10 (sepuluh) dilampiri 
hari kerja, 

sejak 
permohona 
n informasi 

teregistrasi 

Pengajuan 
Keberatan 
Informasi Publik 

Mulai Setiap Penmohon Informasi 

dapat mengajukan 
keberatan secara tertulis 
kepada Atasan PPIDD 
dalam waktu 10 (sepuluh) 
hari kerja, sejak 
permohonan informasi 

teregistrasi dan diberikan. 

Perpanjangan pemenuhan 
permohonan inlormasi 
selama7 (tujuh) hari sejak 

pemberitahuan tertulis 
diberikan dan tidak dapat 

diperpanjang lagi 

yang tersedia di 

meja pelayanan 
PPID atau 

fotocopy/ scan 
identitas diri 

ditampilkan di 
website dan 

dapat diunduh, 
2. Fotocopy atau 

scan identitas 
diri (NIK) dari 
Pemohon 
Informasi 

(NIK) 

yang mengajukan 
keberatan 

Atasan PPID menetapkan 
Tim fasilitasi sengketa 
informasi untuk 

Tanggapa n 
tertulis dari 

atasan PPID 
perihal informasi 
yang disengket mengupayakan 

penyelesaian sengketa 
iniormas1, yang dibentuk 

oleh PPID Utama 
Tim fasilitasi sengketa 
idormasi di ketuai oleh 

akan 

PPID Utame dan 
beranggotakan PPiD 

Pembant 
eTkait, pejabat yang 
menangani bidang 
hukum, pejabat 
fungeionsl, serta JFUyang 
eEsuai dengan kebutuhan 
Tm fasiitasi sengketa 
informasi melaporkan 

proBes penanganan 
oengketa intormasi kepada 

Atasan PPD- 
Upaya penyelesaan 
Sengketa Informasi Publik 
diajukan kepada Komisi 
Informasi Pusat, Komisi 
informasi Provinsi, Komisi 
Informasi Kabupaten 
/Kota sesuai dengan 

kewenangannya apabila 
tanggapan Atasan PPID 
dalam proses keberatan
tidak memuaskan

Pemohon lníormasi.



Nomor SOP 
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUAS Tanggal Pembuatan 

Tanggal Revisi 
Tanggal Efektif 
Disahkan Oleh 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI 
DAN DOKUMENTASI 

STANDARD OPBRATNG PROCEDURE 
PELAKSANAAN UJI KONSEKUENSI 

KualAkasi Pelaksana: Dasar Hulkum : 
1. 1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang 1.Memahami UU KIP dan petunjuk pelaksananya. 

Keterbukaan Informasi Publik. 
Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Publik. 

6. Memahami Peraturan Komisi Informasi Tentang Layanan 
Informasi Publik. 

7. Pendidikan: Minimal S1 
Undang-undang No. 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran 8. Teliti dan Cermat. 
Pendapatan dan Belanja Negara 

4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang 
Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang 
Keterbukaan Informasi Publik. 

3. 

Permendagri No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi di 
lingkungan Kementerian Dalam Negeri & Pemerintah 
Daera 

Tahun 2010 Tentang 6. Peraturan Komisi Informasi No. 
Standar Layanan Informasi Publik. 
Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang 
Prosedur Penyelesaian. Sengketa Informasi Publik 

8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. Tahun 2021 
Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi 
Banyuasin. 

9. Keputusan Kepala Bappeda No: /KPTS/Bappeda/ 
2021 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi Pembantu 

Keterkaitan:_ Peralatan/Perlengrapan: 3. Keputusan Bupati Tentang Pengelola Informasi dan 5. Lembar Kerja/ Rencana Kerja dan Anggaran 
Dokumentasi. 6. Daftar Informasi Publik dan Dikecualikan 

7. Komputer, Printer dan Scanner 
8. Jaringan Internet 

9. ATK 
Pencatatan dan Pendataan : 

1. Disimpan sebagai data elektronik 
Peringatan : 

Pelaksana Mutu Buku 
Tim Kompo Persyarata Pertimban nen Keter Aktivitas PPID PPID 

OPD Waktu Output Ean 
Pelayanan 
Informasi 

5 

Pembantu Kelengkap angan Utama 

PPID berkoordinasi dengan 
pejabat pada unit kerja yang 
menguasai dan mengelola 

informasi tertentu untuk 
melakukan pengklasif+kasin 
Intormasi Publik 

Daftar Setiap Saat Rekapitulasi 
Informas 
Publik dan 

Mulai Informasi 
Publik dan 
Dikecuaikan Dikecuaikan 
PPID dari PPID 

Memberikan Pertimbangan atas 
Informasi/ Dokumen yang
dimaksud yang bersifat rahasia 

berdasarkan UU, Kepatutan 
dan Kepentingan Umum 

Setiap Saat Surat 
Keputusan 

Dasar 

Hukum: UU 
No. 14 Tahun TIM 
2008 dan 

PerkI No1 
Tahun 2010

Pertimbanga 
n Pelayanan 
Informasi 

Dokumen Pada hari 
dan Jam 

Berita Acara 
yang telah Pengujian 

Konsekuens1 Membuat Pertimbangan tertulis 
secara saksama dan penuh 

ketelitian sebelum menyatkan 
iníormasi publik tertentu 
dikecualikan 

dinyatakan 
dikecualikan 

kerja 
maksimal 7 

dan disusun 
berita acara 

(ujuh) hari 
kerja sejak 
uji 
Konsekuen 

engujian 
konsekuensi 

Makaima 
disahkan 

Penetapan Konsep 
Keputusan 
Atasan PPID 
Utama 

Keputusan 
Atasan PPLD 

Meuberilkan hasii 
pertimbangan tertuls 
eagaimane dinaksud 
dilaporkan kepada pimpinan 
badan public untuk mendapat 
pereetujuan 

Selesai| besertaa 
Lmapiran 
Klasifikasi 
Informasi 

setelah 
satu bulan Utama 
pelaksanaa Berseta 
n 
konsekuen 

Lampiran 
Klaaifikas 
Informasi 

yang 
dikecualilkan

yang 
dikecualikan 
dan berita dan berita 

acara. acara yang di 
tandatangani 
dan 

disahkan. 

KA KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN 

BAPPEDA

Dre. 1SKADAR SYAHRIYANTO. MH 
PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP 19740527 199303 1 002 
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